PENYELENGGARAAN SISTEM

Menimbang

. Mengingat

PERATURAN BUPATI suKABUMI
MOMOR 24 Tahun 2210

TENTANG
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sukabumi.

1.

Undang-Undang NMomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Baral (Berita

Negara tanggal B Agustus 1850);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 MNomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4438):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20035
Momor 140, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah MNomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Slandar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara RepubliX Indonesia Tahun 2005 MNomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);

Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 MNomor 25 Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah MNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistemn
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran MNegara Republik
indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4747),

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4748),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Feraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PFokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Momor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah
yvang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1);
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21, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangk
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Dasrah Kabupat
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah deng
Peraturan Daerah MNomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan At
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangt
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupat
Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNG/
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

BARB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan az
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siste
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaima
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un:

penyelenggara pemernntahan daerah

Bupati adalah Bupati Sukabumi.

Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

Organisasi perangkat daerah yang selanjulnya disingkat OPD adal

OPD pemernntah kabupaten sukabumi yang terdini dari sekretar

daerah, sekretaniat DPRD, lembaga teknis daerah, dinas daerah, satu

polisl pamong praja, lembaga lain, kecamatan, kefurahan dan staf ahli

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adal
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggare
meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daer:
dinas daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamate
kelurahan dan staf ahli.

8. Inspeklorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Daer
Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingt
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupat
Sukabumi.

10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutn
disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemenntah ya
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

11. Sistem Pengendalian Intern, selanjutnya disingkat SPl adalah pros
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara ter
mensmus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk membernk
keyakinan memadai atas tercapainya fujuan organisasi melalui kegiat
vanag efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengaman

o on
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21. Peraturan Daerah Momor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH 0O LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud dengan |

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemernintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ctonomi dan azas
tugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan pringip MNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1945,

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sukabumi.

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi.

Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

OPD pemerintah kabupaten sukabumi yang terdin dan sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah, dinas daerah, satuan

polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan staf ahli,

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran,
meliputi sekretaniat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah,
dinas daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan,
kelurahan dan staf ahli.

8. Inspektoral adalah aparal pengawasan intern Pemerintah Daerah
Kabupaten yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukabumi.

10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya
disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

11. Sistem Pengendalian Intern, selanjutnya disingkat SPI adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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Sistem Pengendalian Intern Pemenntah, selanjutnya disingkat SPIP
adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan
secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan
kebijakan serla perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegatan pengawasan [ain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efekiif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan fata kepemerintahan yang
baik.

Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional
berdasarkan standar audi, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah.

FReviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma
yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor vyang
mempengaruhi  keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai fujuan.

Pemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang
antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil
pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, pemutakhiran data hasil
pengawasan dan gelar pengawasan.

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk
pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan SPIP,
yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan
pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemenntah daerah, untuk
memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam
program/kegiatan pemerintahan daerah/SKPD dalam rangka menjamin
pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggaraknnya SPIP adalah untuk mencapai pengelolaan
keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dalam
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan
peraturan pelaksanaannya.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas.



BAB il
PENYELENGGARAAN SPI PEMERINTAH DAERAH

Fasal 3

(1) SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi unsur

lingkungan pengendalian;

penilaian risiko,

kegiatan pangendalian;

informasi dan komunikasi; dan

pemantauan pengendalian intern.

sanTw

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dan kegiatan
SKPD/OPD.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan SPIF di  lingkungan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Asisten
Sekretaris Daerah,

(2) Sekretaris Daerah menunjuk Asisten Sekretans Daerah sesual dengan
bidangnya.

{3} Penyelenggaraan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP

yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagail pembina penyelenggaraan
SPIP.

{#4) Ketantuan iebih fanjut mengenai Petunjuk Petaksanaan
Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau kebijakan teknis lainnya sesuai
Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan
Tugas Pelaksana SPIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satuan
Tugas Pelaksana SPIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) KepalaS KPD/OPD bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan
SPI di lingkungan masing-masing.
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(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SP1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas
penyelenggaraan fugas dan fungsi SKPD/OPD termasuk akuntabilitas
keuangan daerah.

Pasal 7

{1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
dilakukan aleh Inspektorat.

{2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan
pengawasan intern melalui :

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemantauan; dan

e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/OPD yang didanai dari
AFBD dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB WV
KETENTUAN PENUTUP
Fazal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sukabumi,

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 Aeril Zoio

BUPATI SUKABUMI,

UL AH SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 19 April olo

_SEKRETARIS DAERAH
< KABUPATEN SUKABUMI,

- H.DEDEN AGHADIYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 24
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